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P U T U S A N

Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã
kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara

Permohonan  Cerai  Talak  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  telah

menjatuhkan putusan antara:

XXX umur 25 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Desember 1996,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman di  XXX Kabupaten Banyuwangi  dalam hal  ini

memberikan  kuasa  khusus  kepada  Fathor  Roji,SH.,

advokat/penasehat hukum dari Peradi yang berkantor di

Jalan  Raya  Kembiritan  Krajan  II  RT.02  RW.  02 No.  09

Desa  Kembiritan  Kecamatan  Genteng  Banyuwangi,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  10  Februari

2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 25 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 24 Agustus 1995,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman  di  XXX  Kabupaten  Banyuwangi,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa

alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari

2021  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banyuwangi

Nomor  1038/Pdt.G/2021/PA.Bwi  tanggal  15  Februari  2021  pada  pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah   melangsungkan   pernikahan

menurut Agama Islam,  dihadapan  Pejabat Kantor  Urusan Agama XXX,

Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 23 November 2018, sesuai dengan

Kutipan Akte Nikah Nomer : XXX

2. Bahwa sebelum terjadi  pernikahan status  Pemohon adalah  Perjaka,

sedangkan Termohon adalah Perawan,

3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan  Termohon tinggal  dirumah orang

tua Pemohon kurang lebih 1 tahun 10 bulan,   

4. Bahwa  dalam  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon  dikaruniai

seorang anak yang bernama “ XXX” Umur 15 bulan , ikut Termohon,

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga  Pemohon dan  Termohon rukun -

rukun aja, namun ahir-ahir ini sering terjadi pertengkaran  dan perselisihan,

dikarenakan termohon selalu menuntut nafkah yang banyak dari Pemohon,

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai

dan pulang ke rumah orang tuanya,

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut,  Pemohon dan Termohon sudah

pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan , dan sudah tidak ada nafkah lahir

dan batin lagi dari Termohon,

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menyelesaikan

krisis rumah tangganya namun tidak berhasil,

9. Bahwa   Pemohon  sudah   tidak  sanggup   lagi  melanjutkan   hidup

berumah   tangga  dengan  Termohon  dan  menghendaki   pernikahannya

diputus dengan perceraian, karena untuk  membentuk rumah tangga yang

Sakinah Mawaddah Warrohmah tidak mungkin bisa diwujutkan lagi,

10. Bahwa  Pemohon  sanggup   membayar  seluruh   biaya   yang

timbul akibat perkara ini,
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Berdasarkan  alasan  tersebut  diatas,  bahwa Pemohon  memohon   kepada

Majlis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya memberi

putusan yang amar putusannya sebagai berikut  :

PRIMER  :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya,

2. Memberikan kepada Pemohon (XXX)  untuk  menja  tuhkan  Talak  Satu

( Roj’I )  terhadap Termohon  (  XXX ) didepan sidang Pengadilan Agama

Banyuwangi,                                                                                    

3. Membebankan biaya perkara   yang timbul akibat  perkara ini menurut

hukum kepada Pemohon,

SUBSIDER  :

Atau apabilaYth, Bapak Majlis Hakim berpendapat lain,mohon diberi putusan

yang seadil-adilnya,               

Bahwa pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  didampingi

Kuasanya  dan Termohon datang menghadap ke  muka sidang,  dan  Majelis

Hakim telah berusaha mendamaikan  Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak

berhasil,

Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  kedua belah

pihak  telah  menempuh  jalur  mediasi  dengan  mediator  Fathurrohman

sebagaimana  laporan  mediator  tanggal  18  Maret  2021 yang  menyatakan

mediasi gagal; 

Bahwa   kemudian  dibacakan  permohonan  Pemohon  dalam  sidang

tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  memberikan

jawaban  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  membenarkan  seluruh  isi

permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh

Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat: 
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah  Nomor XXX tanggal 23 Nopember 2018

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

XXX  Kabupaten  Banyuwangi,  yang  telah  dinazegelen  dan  telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk

wilayah Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  27  Februari  2020  yang  telah

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX,   umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman

di XXXKabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut: 

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX

- bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama

dirumah orang tua Pemohon ; ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa sepengetahuan saksi,  awalnya rumah tangga Pemohon dan

Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan terakhir, antara

Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa  penyebabnya  adalah  karena  persoalan  ekonomi  Termohon

merasa kurang tercukupi ;

- bahwa  akibat  peristiwa  tersebut,  kemudian  Termohon  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah

berpisah selama 4 bulan ;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

berhubungan lagi ;

- bahwa  pihak  keluarga  Pemohon/Termohon  pernah  berusaha

mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX,   umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman

di XXX Kabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut: 

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
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- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX

- bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama

dirumah orang tua Pemohon ; ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa sepengetahuan saksi,  awalnya rumah tangga Pemohon dan

Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan terakhir, antara

Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa  penyebabnya  adalah  karena  persoalan  ekonomi  Termohon

merasa kurang tercukupi ;

- bahwa  akibat  peristiwa  tersebut,  kemudian  Termohon  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah

berpisah selama 4 bulan ;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

berhubungan lagi ;

- bahwa  pihak  keluarga  Pemohon/Termohon  pernah  berusaha

mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,  demikian juga  Termohon

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan

bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

perkara  a  quo telah  memenuhi  maksud  pasal  130  HIR,  juncto Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
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telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses

mediasi dengan mediator Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator

tanggal 18 Maret 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam

pemeriksaaan  perkara  a  quo telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  4  dan  7

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan

bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan  dihadapan  Pegawai

Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi  dengan

Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXX hukum  (legal  standing)  untuk  mengajukan

Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  Kutipan  Akta  Nikah   yang

merupakan  akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  serta  cocok  dengan

aslinya,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2  berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk  (KTP)  atas  nama  XXX  membuktikan  bahwa  identitas  Pemohon

adalah  sesuai  dengan  identitas  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

tertanggal   15  Februari  2021  dan  Termohon  berdomisili  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah

wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan

yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan terakhir mulai goyah,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dikarenakan

termohon selalu menuntut nafkah yang banyak dari Pemohon,;
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2. Termohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  yang  hingga

sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua

dalil-dalil  permohonan  Pemohon  tersebut  dan  Termohon  menyatakan  tidak

keberatan bercerai  dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan

lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  pengakuan  Termohon  tersebut  dikategorikan

sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal

174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan

menentukan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  menyangkut  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon,  oleh  karena  itu  Pemohon

diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan

tentang  perselisihan  dan  pertengkaran  kedua  belah  pihak  untuk  memenuhi

maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  76  Ayat  (1)

Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi  yang

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  dan  keterangannya  saling

bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

terutama  mengenai  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon yang disebabkan oleh  karena persoalan Termohon merasa kurang

tercukupi;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi   Pemohon,  telah  memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-

alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri  dan didengar
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sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena  itu  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam dengan memperhatikan

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

للهَّ سَمِيعٌ علَيِ  لطلّقََٰ فإَنِّ  ِ عزََمُواْ  مٞوإَ ٱ ٱ ٢٢٧نۡ
Artinya:  Dan  jika  mereka  berazam  (berketapan  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang,  bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir  batin antara

suami  dan  isteri  yang  sangat  luhur  dan  suci  (mitsaqan  ghalizhan)  yang

mempunyai  tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta

kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an

Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti  di  antara

keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis

Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang

bahagia  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  kembali  sehingga  untuk
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menghindari  madharat  (bahaya)  yang  lebih  besar  jalan  menuju  perceraian

sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut

di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh

karenanya dapat dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon  di

atas,  maka  Majelis  Hakim dapat  mengizinkan  Pemohon  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa  sebagai  suami  yang  menceraikan  isterinya,

Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon sesuai

kemampuan dan kesepakatan bersama yaitu mut'ah dan nafkah iddah selama

3 bulan, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon

berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan

ini  dengan  menerapkan  pasal  149  huruf  a  dan  b  Kompilasi  Hukum  Islam

dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

ا جَمِيلل  ٤٩فمََتعّوُهنُّ وسََرّحُوهنُّ سَرَاحل
Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

yang sebaik- baiknya; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI

Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan

Berhadapan dengan Hukum maka untuk  memberi  perlindungan hukum bagi

hak-hak  perempuan  pasca  perceraian,  pembayaran  akibat  perceraian

khususnya  mut'ah  dan  nafkah  iddah  dibayarkan  sebelum pengucapan  ikrar

talak;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Diky  Prayogi  bin  Samsul  Hadi)  untuk

menjatuhkan talak  satu  raj’i  terhadap Termohon (Halimatus Sadiyah binti

Hanipan ) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Banyuwangi  yang  dilangsungkan  pada  hari  ini  Kamis,

tanggal  18  Maret  2021 Masehi  bertepatan  dengan tanggal  4  Sya'ban 1442

Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

M. Hayat, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  Hakim

Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

 

         ttd        ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. 

         ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti,

       ttd
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Muzaki, S.H., M.H. 
Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00

- Biaya Proses Rp  75.000,00

- Biaya Panggilan dan PNBP Rp220.000,00

- Redaksi Rp  10.000,00

- M e t e r a i Rp  10.000,00

  J u m l a h Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu  rupiah)

Dicatat di sini :
a. Untuk  Salinan
Putusan yang  sama
bunyinya
b. Putusan ini belum
berkekuatan hukum

c. Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 18 Maret 2021
/Panitera Muda Hukum,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H
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